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Abstrak 
Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat menyebabkan laporan 
keuangan tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi pengambilan 
keputusan. Audit Delay adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 
ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. Studi ini menganalisa pengaruh 
dari karakteristik auditor terhadap audit delay yang terjadi di pemerintah daerah di 
Jawa Tengah. Studi ini menggunakan 54 pemerintah daerah yang dipilih dengan 
metode purposive sampling. Data penelitian ini adalah data sekunder yang diambil 
dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semarang. Analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan regresi logistik Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa, 
penugasan berulang dan kecakapan profesonal tidak berpengaruh terhadap audit 
delay. 




Overdue financial statements reporting may cause loses in its capacity to influence 
decisions. Audit delay is one of the factors that affects the timeliness of financial 
statements. This study examines the effects of auditor characteristics on local 
goverment’s audit delay in Center Java. This study uses 54 local governments as a 
selected sample with purposive sampling method. The research data is secondary 
data obtained from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-
SEMARANG). Thedata analysis was using multiple linear regressions 
analysis.The analysis showed that auditor's professional proficiency, and auditor 
tenure does not affect the audit delay. 




Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik kualitatif 
seperti yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu : relevan, 
handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Agar sebuah laporan keuangan 
relevan, informasi yang dihasilkan harus memiliki manfaat umpan balik, memiliki 
manfaat prediktif, lengkap, dan tepat waktu. Laporan keuangan dikatakan tepat 
waktu jika laporan tersebut menyediakan informasi kepada pengambil keputusan 
sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi 
keputusan (Kieso et al, 2012). 
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Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatwaktuan (timeliness) dalam 
penyajian laporan keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur dalam 
Undang-undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
yang menyebutkan bahwa batas waktu penyampaian laporan selambat-lambatnya 
6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sebelum laporan keuangan 
pemerintah daerah diterbitkan, laporan tersebut harus diaudit oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan untuk menilai kewajarannya.Undang-Undang No. 15 tahun 
2006 menegaskan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-
satunya institusi yang dipercaya untuk mengemban tugas dalam memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas, mandiri dan 
profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan 
nepotisme.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 
menyebutkan bahwa Laporan Keuangan (unaudited) disampaikan kepada Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK)  paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran 
berakhir, sementara dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dijelaskan 
bahwa kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus menyampaikan Laporan 
Hasil pemeriksaan (LHP) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Laporan 
Keuangan (unaudited) diterima. Ketepatwaktuan laporan keuangan tergantung 
pada jangka waktu audit karena laporan keuangan tidak dapat diterbitkan sebelum 
audit selesai dilaksanakan (Johnson, 1998). Oleh karena itu, auditor diharapkan 
untuk melakukan jasa assurance tanpa penundaan (delay). 
Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pengaruh karakteristik auditor 
(penugasan berulang, dan kecakapan profesional) terhadap audit delay pada 
pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan replikasi 
dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Yadiel Lase dan Sutaryo dengan judul 
“pengaruh karakteristik auditor terhadap audit delay laporan keuangan 
pemerintah daerah” yang menggunakan seluruh laporan keuangan pemerintah 
daerah di Indonesia sebagai populasinya, sedangkan dalam penelitian kali ini 
populasinya lebih difokuskan pada Provinsi Jawa Tengah dengan harapan hasil 
yang didapatkan lebih akurat dalam menginstrepetasikan keadaan sesungguhnya 
di Provinsi Jawa Tengah sendiri. Isu penelitian ini berfokus pada pertanyaan 
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apakah karakteristik auditor (latar, penugasan berulang, dan kecakapan 
profesional) berpengaruh terhadap audit delay yang terjadi di Pemerintah? 
 
2. METODE  
2.1 Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota dan kabupaten di 
Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada 
penelitian ini menggunakan purposive sampling, berdasarkan kriteria:  
a. pemerintah daerah menyusun LKPD Tahun 2016 dan telah diaudit oleh BPK; 
b. data karakteristik auditornya dapat diperoleh. 
2.2 Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan pada penelitan ini adalah data sekunder (secondary data). 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau 
melalui media perantara, dalam penelitian ini menggunakan data yang diambil 
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Jawa Tengah yang ada di 
Semarang.  
2.3 Metode Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji asumsi klasik, dan 
pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji 
normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Pengujian hipotesis 
dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan persamaan sebagai 
berikut :  
AUDTIME = β0 + β1 TENR + β2 PROF + β3 UP + ε                     (1) 
Keterangan persamaan regresi berganda : 
AUDTIME   : audit delay 
TENR    : penugasan berulang auditor 
PROF    : kecakapan profesional auditor 
UP                                :  ukuran pemerintah 
β0    : Konstanta 
β1, β2, β3,β4…, β9  : koefisien regresi 
ε    : tingkat kesalahan 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini didesain untuk memberikan bukti secara empirismengenai pengaruh 
penugasan berulang auditor, kecakapan profesional auditor, dan ukuran 
pemerintah terhadap audit delay. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah dengan horizon waktu 
dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling. Adapun proses pengambilan sampel dapat 
dilihat pada tabel 1.  
Tabel 1. Proses Pengambilan Sampel 
Sumber: Data diolah penulis, 2019. 
Sampel penelitian diperoleh sebanyak 35 kabupaten atau kota di Provinsi 
Jawa Tengah, sehingga selama empat tahun penelitian jumlah sampel 140, 
selanjutnya untuk menguji hipotesis dengan regresi linear berganda ternyata 
ditemukan 9 data outliers. Berdasarkan Ghozali (2011:41) data yang 
dikategorikan sebagai outliers adalah data yang mempunyai skor unstandardized 
atau yang biasa disebut Z-score yang memiliki nilai rata-rata kurang dari atau 
sama dengan -2 atau lebih dari atau sama dengan 2, sehingga total sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak131. 
 
Keterangan Jumlah 
Jumlah total Kabupatendan Kota Provinsi Jawa Tengah  35 
Tahun Penelitian 4 
Jumlah total Kabupaten dan Kota selama periode 2013-2016 140 
Kriteria: 
1. Pemerintahdaerah yang tidak menyusun LKPD 
Tahun 2012-2014 dan telah di audit oleh BPK. 
 
(0) 
2. Data karakteristik auditornya tidak dapat diperoleh. (0) 
Data Outlier (9) 





3.1 Analisis Data 
3.1.1 Statistik Deskriptif 
Data statistic deskriptif penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Tabel 2. StatistikDeskriptif 
 
N Minimum Maksimum Mean 
Std. 
Deviation 
Audit delay 131 87 153 127.52 17.528 
Penugasan berulang auditor 131 0 1 0.55 0.499 
Kecakapan profesional auditor 131 0 1 0.53 0.501 
Ukuran Pemerintah 131 28.11 30.99 28.7598 0.51793 
Sumber: Data diolah, 2019. 
Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa variabel audit delay memiliki nilai 
rata-rata sebesar 127,52, nilai maksimum sebesar 153, nilai minimum sebesar 87 
dan nilai standar devisiasi sebesar 17,528. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, rata-
rata waktu penyampaian laporan audit tidak mengalami keterlambatan. Variabel 
penugasan berulang auditor memiliki nilai rata-rata sebesar 0,55, nilai maksimum 
sebesar 1, nilai minimum sebesar 0 dan nilai standar devisiasi sebesar 0,499. Hasil 
ini dapat dijelaskan bahwa, rata-rata penugasan berulang auditor sering 
terjadi.Variabel kecakapan profesional auditor memiliki nilai rata-rata sebesar 
0,53 nilai maksimum sebesar 1, nilai minimum sebesar 0 dan nilai standar 
devisiasi sebesar 0,501. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, rata-rata kecakapan 
profesional auditor tergolong sedang. Variabel ukuran pemerintah memiliki nilai 
rata-rata sebesar 28,7598, nilai maksimum sebesar 30,99, nilai minimum sebesar 
28,11 dan nilai standar devisiasi sebesar 0,51793. Hasil ini dapat dijelaskan 
bahwa, sebagian besarukuran pemerintah kabupaten atau kota provinsi Jawa 




3.1.2 Uji Asumsi Klasik 
 a. Uji Normalitas 
Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji KolmogorovSmirnov. 
Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas  





1,102 0,176 Data 
terdistribusi 
Normal  
Sumber :  Data diolah, 2019 
Dari hasil pengujian Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa tabel 3 nilai 
signifikansi untuk model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan 
bahwa model persamaan regresi dalam penelitian ini memiliki distribusi data yang 
normal.  
b. Uji Multikolinearitas 
       Uji multikolinearitas dilakukan pada model regresi dengan melihat nilai 
tolerance dan VIF. Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan tabel 4. 
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 
Penugasan berulang auditor 0,975 1,026 Bebas Multikolinieritas 
Kecakapan profesional auditor 0,971 1,030 Bebas Multikolinieritas 
Ukuran Pemerintah 0,990 1,010 Bebas Multikolinieritas 
Sumber : Data diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa semua variabel independen, 
masing-masing memiliki nilai VIF berada < 10, demikian juga hasil nilai 
tolerance> 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini bebas 
dari multikolinearitas. 
c. Uji Heterokedastisitas. 





Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variabel p-value sig Keterangan 
Penugasan berulang auditor 0,730 0,05 
Bebas 
Heteroskedestisitas 
Kecakapan profesional auditor 0,707 0,05 
Bebas 
Heteroskedestisitas 
Ukuran Pemerintah 0,915 0,05 
Bebas 
Heteroskedestisitas 
Sumber: Data diolah, 2019 
Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel 5 tersebut nampak bahwa 
semua variabel bebas menunjukkan p-value lebih besardari 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa semua variabel pada model persamaan regresi tersebut bebas 
dari masalahh eteroskedastisitas. 
d. Uji Autokolerasi 
Salah satu pendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan melihat nilai Durbin 
Watson (DW). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 6. 
Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi 
 Uji Durbin-Watson   
Batas Atas  2  
DW  0,829  
Batas Bawah  -2  
Keterangan Bebas Autokorelasi   
Sumber: Data diolah, 2019 
             Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam table 6 tersebut terlihat bahwa 
nilai DW terletak antara -2 dan 2 (-2<0,829<2), maka dapat disimpulkan bahwa 
model penelitian tidak terjadi autokorelasi. 
3.2 Hasil Pengujian Hipotesis  
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini regresi berganda  yang  
digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variable independen 
terhadap variable dependen. Hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat pada 










Konstanta 48,059 0,575 1,978 0,567  
Penugasan berulang 
auditor 
6,764 2,226 1,978 0,028 Signifikan 
Kecakapan profesional 
auditor 
6,987 2,303 1,978 0,023 Signifikan 
Ukuran Pemerintah 




= 0,072  Fhitung = 3,267 
Adjusted R
2
 = 0,050 Sig =0,024 
  
Sumber: Data diolah, 2019 
AD = 48,059 + 6,764TNR + 6,987PROF + 2,509UP + ε            (2) 
Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan sebagai 
berikut: 
1) Nilai konstanta sebesar 48,059. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel 
penugasan 
berulang auditor, kecakapan profesional auditor dan ukuran pemerintah 
bernilai konstan atau sama dengan nol, maka kemungkinan terjadinya audit 
delay akan semakin tinggi. 
2) Besarnya nilai koefisien variabel penugasan berulang auditor sebesar 6,764 
dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan 
penugasan berulang auditor maka audit delay akan meningkat dengan asumsi 
variabel yang lain konstan. Begitupula sebaliknya apabila terjadi penurunan 
penugasan berulang auditor makaaudit delay akan menurun dengan asumsi 
variabel yang lain konstan. 
3) Besarnya nilai koefisien variabel kecakapan profesional auditor sebesar 6,987 
dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan 
kecakapan profesional auditor maka audit delay akan meningkat dengan 
asumsi variabel yang lain konstan. Begitupula sebaliknya apabila terjadi 
penurunan kecakapan profesional auditor maka audit delay akan menurun 
dengan asumsi variabel yang lain konstan. 
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4) Besarnya nilai koefisien variabel ukuran pemerintah sebesar 2,506 dengan nilai 
positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan ukuran pemerintah 
maka audit delay akan meningkat dengan asumsi variabel yang lain konstan. 
Begitu pula sebaliknya apabila terjadi penurunan ukuran pemerintah maka 
audit delay akan menurun dengan asumsi variabel yang lain konstan. 
3.3 Uji Ketepatan Model (Goodness of fit)  
3.3.1 Uji F  
Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan SPSS, yang dapat dilihat pada 
table IV.7 dapat diketahui bahwa Fhitung> Ftabel yaitu 3,267> 2,171 dan nilai 
signifikansi = 0,024< = 0,05. Hal ini menunjukkan model regresi yang goodness 
of fit. Hasil tersebut juga menjelaskan bahwa, variable penugasan berulang 
auditor, kecakapan profesional auditor dan ukuran pemerintah secara keseluruhan 
berpengaruh terhadap audit delay. 
3.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
Untuk hasil perhitungan untuk nilai  R
2 
diperoleh dalam analisis regresi berganda 
diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted-R
2
sebesar 0,050. Hal ini 
berarti bahwa 5% variasi variable audit delay dapat dijelaskan oleh variable 
penugasan berulang auditor, kecakapan profesional auditor dan ukuran 
pemerintah. Sedangkan sisanya yaitu 95% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar 
model yang diteliti. 
3.3.3 Uji Hipotesis (Uji t) 
Tabel 8. Hasil uji Hipotesis 





2,226 1,978 0,028 H1 diterima 
Kecakapan profesional 
auditor 
2,303 1,978 0,023 H2 diterima 
Ukuran Pemerintah 0,862 1,978 0,391 H3 ditolak 
Sumber: Data diolah, 2019 
Berdasarkan hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa : 
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a. Nilai t hitung untuk variabel penugasan berulang auditor sebesar 2,226 
>1,978 dan nilai signifikan sebesar 0,028 <5%, sehingga H1diterima, 
yang artinya penugasan berulang auditor berpengaruh terhadap audit delay. 
b. Nilai t hitung untuk variabel kecakapan profesional auditor sebesar 2,303 > 
1,978 dan nilai signifikan sebesar 0,023 <5%, sehingga H2diterima 
artinya kecakapan profesional auditor berpengaruh terhadap audit delay. 
c. Nilai t hitung untuk variabel ukuran pemerintah sebesar0,862 <1,978 dan 
nilai signifikan sebesar 0,391< 5%, sehingga H3ditolak, yang artinya 
ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap audit delay. 
3.4 Pembahasan 
3.4.1  Penugasan Berulang Auditor Berpengaruh Terhadap Audit Delay. 
Berdasarkan hasil uji hipotesis nilai t hitung untuk variabel penugasan berulang 
auditor sebesar 2,226 >1,978 dan nilai signifikan sebesar 0,028 < 5%, sehingga 
H1diterima, yang artinya penugasan berulang auditor berpengaruh terhadap audit 
delay. 
             Hasil ini dapat dijelaskan bahwa pemeriksa yang melakukan audit 
berulang (tenure yang panjang) di pemerintah daerah yang sama diharapkan 
semakin berpengalaman untuk menghadapi kondisi pemeriksaan yang sama 
sehingga mampu mengerjakan tugas pemeriksaan lebih baik dan lebih cepat 
dibanding auditor yang tidak berulang, sehingga penugasan berulang auditor 
berpengaruh terhadap audit delay. 
             Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yadiel Lased danSutaryo 
(2014) Kartika (2009) menunjukkan bahwa interaksi antara kecakapan 
profesional auditor dan penugasan berulang auditor dan interaksi antara 
kecakapan profesional auditor dengan latar belakang pendidikan auditor 
mempengaruhi audit delay. 
3.4.2 Kecakapan Profesional Auditor BerpengaruhTerhadap Audit Delay. 
Berdasarkan hasil uji hipotesisnilai thitunguntukvariabel kecakapan profesional 
auditor sebesar 2,303 > 1,978 dannilai signifikan sebesar 0,023 <5%, sehingga 




             Hasil ini dapat dijelaskan bahwa sertifikasi profesional tersebut adalah 
bentuk pengakuan atas keprofesionalan seseorang akuntan terhadap bidang yang 
digelutinya yang diberikan oleh lembaga profesional pada bidang tersebut. 
Seseorang yang memiliki gelar sertifikasi profesi dalam bidang audit diharapkan 
memiliki kecakapan yang lebih baik. Kecakapan audit yang lebih baik tersebut 
memungkinkan audit dapat dilaksanakan tepat waktu, sehingga kecakapan 
profesional auditor berpengaruh terhadap audit delay. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian Schelker (2010) dalam penelitiannya mengenai hubungan 
keahlian auditor dengan kinerja keuangan negara bagian di Amerika Serikat. Ia 
menemukan bahwa negara bagian yang mempersyaratkan auditornya harus 
memiliki setidak tidaknya sertifikasi CPA. Hasil penelitian lain yang juga sejalan 
adalah penelitian Hendryadi (2012) yang menyatakan bahwa kecakapan 
profesional auditor berpengaruh terhadap audit delay. 
3.4.3 Ukuran Pemerintah Tidak  BerpengaruhTerhadap Audit Delay. 
Berdasarkan hasil uji hipotesisnilai t hitung untuk variabel ukuran pemerintah 
sebesar 0,862 <1,978 dan nilai signifikan sebesar 0,391< 5%, sehingga 
H3ditolak, yang artinya ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap audit 
delay. 
            Hasil ini dapat dijelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan 
pemerintahan, semua PEMDA diawasi oleh BPK, atas dasar itu, pemerintah 
daerah dengan aset besar, sedang maupun kecil mempunyai kemungkinan yang 
sama dalam menghadapi tekanan atas penyampaian laporan keuangan yang tepat 
waktu, sehingga ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hasil 
penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Kartika (2009) dan Siregar 
(2015) dalam penelitiannya yang berhubungan dengan ukuran perusahaan 




Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa penulis dapat mengambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
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a. Penugasan berulang auditor berpengaruh terhadap audit delay. Hasil ini dapat 
dibuktikan dengan nilai t hitung untuk variabel penugasan berulang auditor 
sebesar 2,226 >1,978 dan nilai signifikan sebesar 0,028 < 5%, sehingga 
H1diterima. 
b. Kecakapan profesional auditor berpengaruh terhadap audit delay. Hasil ini 
dapat dibuktikan dengan nilai t hitung untuk variabel kecakapan profesional 
auditor sebesar 2,303 > 1,978 dan nilai signifikan sebesar 0,023 < 5%, 
sehingga H2diterima. 
c. Ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hasil ini dapat 
dibuktikan dengan nilai t hitung untuk variabel ukuran pemerintah sebesar 
0,862 <1,978 dan nilai signifikan sebesar 0,391< 5%, sehingga H3ditolak. 
4.2 Keterbatasan 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan, sehingga perlu diperhatikan bagi peneliti-
peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan penelitian yang ada adalah sebagai 
berikut: 
a. Sampel yang digunakan hanya sebatas pemerintah daerah di Jawa Tengah dari 
tahun 2013-2016, sehingga hasil penelitian belum bisa tergeneralisasi.  
b. Penelitian ini terbatas pada empat tiga yang digunakan, yaitu penugasan 
berulang, kecakapan profesional auditor dan ukuran pemerintah dalam 
mempengaruhi audit delay. Sehingga belum ada kontribusi lain yang dapat 
menambahi faktor yang mempengaruhi audit delay selain tiga variabel 
tersebut. 
4.3 Saran 
a. Untuk penelitian berikutnya disarankan peneliti memperluas jumlah sampel, 
sehingga hasil penelitian dapat digeneralisir. 
b. Penelitian selanjutnya dengan tema yang sama disarankan untuk menambah 
variabel yang dapat mempengaruhi audit delay selain yang sudah dijelaskan 
oleh peneliti terdahulu, supaya hasil penelitian memiliki kontribusi lebih 
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